secara komprehensif herhagai aspek hukum yang mengatur kepemilikan,
pengelolaan, dan pemanfaatan tanah di Indonesia. Berangkat dari landasan
konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, buku ini menjelaskan konsep Hak Menguasai
Negara (HMN) yang menegaskan hahwa tanah dan sumber daya alam
dikuasai oleh negara untuk sehesar-hesarnya kemakmuran rakyat.
Pembahasan mencakup asas-asas hukum pertanahan seperti fungsi sosial
tanah, asas kebangsaan, asas hatas kepemilikan, dan pengakuan hukum
adatdalamsistemagrarianasional.

Selain itu, buku ini menguraikan jenis-jenis hak atas tanah seperti Hak Milik,
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai, heserta subjek hukum
vang herhak memilikinya. Fungsi sosial tanah menekankan bahwa hak atas
tanah tidak bersifat ahsolut, melainkan harus memperhatikan
kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar. Buku ini juga menyoroti
tantangan implementasi kebijakan pertanahan, termasuk konflik agraria,
sengketa tanah, dan perlunya reforma agraria yang herpihak pada rakyat
kecil. Dengan pendekatan filosofis, yuridis, sosiologis, dan praktis, buku ini
menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat
kehijakan dalam memahamidan mengelola hukum pertanahandiIndonesia.
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UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak

eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak

berlaku terhadap:

i.  penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk
pelaporan  peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan
penyediaan informasi aktual;

ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk
kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;

ili. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk
keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah
dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan

iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu
pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak
Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser
Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta
rupiah).

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ckonomi Pencipta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf f,
dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas
segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku
Hukum Pertanahan ini dapat diselesaikan dengan baik.
Kehadiran buku ajar ini menjawab kebutuhan kebutuhan
mahasiswa dalam memahami  dasar-dasar  hukum
pertanahan di Indonesia secara sistematis dan terarah.

Hukum pertanahan merupakan salah satu bidang hukum
yang sangat penting karena menyangkut kepentingan
masyarakat luas. Tanah tidak hanya bernilai ekonomis,
tetapi juga memiliki dimensi sosial, budaya, dan politik
yang kompleks. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap
hukum pertanahan tidak bisa hanya sebatas pada teori,
melainkan juga harus melihat realitas praktik dan
perkembangan regulasi yang terus berlangsung.

Dalam buku ini, penulis berusaha menyajikan materi
yang komprehensif meliputi konsep dasar hukum
pertanahan, sejarah pengaturan tanah di Indonesia, asas-
asas pokok dalam Undang-Undang Pokok Agraria, hingga
isu-isu kontemporer vyang relevan dengan kebutuhan
akademik maupun praktik hukum. Harapannya, buku ini
dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperluas
wawasan serta menumbuhkan kemampuan analitis bagi
mahasiswa dan pembaca lainnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih
jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang
membangun sangat penulis nantikan demi penyempurnaan
edisi-edisi berikutnya. Semoga karya sederhana ini dapat
menjadi amal jariyah, memberi manfaat, dan memperkaya
khazanah keilmuan di bidang hukum pertanahan.

Bandar lampung, Oktober 2025
Penulis
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